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V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat

dibuat kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk pengkualifikasian tindak pidana Pasal 351 jo Pasal 55 KUHP dengan

Pasal 170 KUHP dalam perkara Nomor 29/Pid.An/2009/PN.Metro yakni Pasal

170 KUHP mengatur tentang sanksi hukum bagi para pelaku kekerasan

terhadap orang atau barang di muka umum. Bila dikualifikasikan berbeda

pengertian ataupun tujuan yang dimaksudkan Pasal 170 KUHP dengan Pasal

351 dan 55 KUHP. Objek dari perlakuan para pelaku dalam Pasal 170 KUHP

ini bukan saja haruslah manusia tetapi dapat saja berupa benda atau barang.

Rumusan ketentuan Pasal 351 KUHP menunjukkan bahwa dalam rumusan

tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang

dimaksudkan tetapi hanya merumuskan kualifikasinya dan pidana yang

diancamkan. Pasal 170 KUHP pelaku adalah lebih dari satu, sedangkan dalam

Pasal 351 KUHP, pelaku adalah satu orang, ataupun dapat lebih dari satu

orang dengan catatan dilakukan tidak dalam waktu yang bersamaan.

Seseorang dapat saja mendapat perlakuan kekerasan dari dua orang atau lebih

tetapi para pelaku tidak melakukannya bersama-sama atau tidak sepakat dan
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sepaham untuk melakukan kekerasan itu, maka hal ini sudah memasuki ranah

Pasal 351 KUHP. Pasal 170 dilakukan oleh para pelaku dalam waktu yang

bersamaan ataupun dalam waktu yang berdekatan dengan syarat ada

kesepakatan dan kesepahaman untuk berbuat tindakan kekerasan tersebut

terhadap orang atau barang. Kualifikasi yang paling mendasar Pasal 170

dengan Pasal 351 KUHP adalah dilakukannya tindakan itu di hadapan orang

banyak atau di ruang publik terbuka, sedangkan pada Pasal 351 hal ini tidak

dibedakan, apakah dilakukan di ruang tertutup untuk umum ataupun di ruang

publik terbuka. Ancaman hukuman Pasal 170 KUHP lebih berat daripada

Pasal 351 KUHP.

2. Putusan Hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang dilakukan

secara bersama-sama oleh pelajar di wilayah Kota Metro dalam Perkara

Nomor 29/Pid.An/2009/PN.Metro dalam kerangka tujuan pemidanaan yakni

hakim berpedoman pada nemesis theory (teori pembalasan) dalam

pemidanaan, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang melakukan

kejahatan atau tindak pidana. Tujuan pemidanaannya tidak hanya untuk

membuat seseorang merasa jera dengan hukuman pidana yang dijatuhkan,

melainkan agar para terdakwa menyadari atas kejahatan yang dilakukan.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro yang memeriksa dan mengadili

perkara ini berdasarkan keyakinan dengan alat bukti yang cukup, para

terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) bulan. Secara

normatif memang  terjadi jumping conclusion, tetapi secara komperhensif

penjatuhan hukuman pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) bulan
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sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan karena hakim memiliki alasan-alasan

tertentu dalam menjatuhkan hukuman pidana penjara.

B. Saran

Adapun saran yang akan diberikan penulis berkaitan dengan analisis yuridis

terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh

pelajar di wilayah Kota Metro (Studi Kasus Nomor 29/Pid.An/2009/PN.Metro)

sebagai berikut:

1. Hakim harus lebih teliti lagi dalam menerapkan sanksi pidana dan

menjatuhkan pidana kepada terdakwa, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam

menerapkan sanksi pidana (jumping conclusion) sesuai dengan tujuan

pemidanaan. Dalam hal ini kentuan Pasal 170 KUHP dinilai lebih tepat

diterapkan dalam pemidanaan.

2. Majelis Hakim dapat menjatuhkan vonis dengan ancaman pidana yang lebih

tepat, sebagaimana yang terdapat dalam konsep tujuan pemidanaan.


